KEPUTUSAN

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII
MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN (MASAIL ASASIYYAH

WATHANIYYAH)
Tentang

TINJAUAN PAJAK, BEA, CUKAI, DAN RETRIBUSI

A. Pokok Pikiran

1.

Hubungan kerjasama antara Pemerintah dan rakyat
dalam hukum Islam didasarkan atas kepentingan
mewujudkan kemaslahatan umum dalam rangka
menjaga keluhuran agama (hirasat al-din) dan
mengatur urusan dunia (siyasatu al-duniya);

Pemerintah berkewajiban mencari sumber-sumber
dana dalam menjalankan tugasnya mewujudkan
kemaslahatan umum;

Untuk  mewujudkan  kemaslahatan  tersebut
Pemerintah dapat menggunakan dana dari kekayaan
negara dan dari iuran atas dasar kesepakatan dalam
bentuk pajak, bea, cukai, dan/atau retribusi;

Rakyat wajib membayar pajak, bea, cukai, dan/atau
retribusi yang besarnya ditetapkan berdasarkan
Undang-Undang, sebagai bentuk ketaatan kepada
Negara dalam mewujudkan kemaslahatan umum;



5. Dalam menetapkan pajak, bea, cukai, dan/atau
retribusi dan besarannya, Pemerintah tidak boleh
bertindak secara semena-mena sehingga dapat
dikategorikan kedalam tindakan premanisme
(almaks).

B. Rekomendasi

Pemerintah dalam memungut pajak, bea, cukai, dan/atau
retribusi memerhatikan hak-hak rakyat dengan
mengutamakan keadilan dan pemerataan.

C. Dasar Penetapan
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Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan
Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk
beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat
(Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta
itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya
saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul
kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya



bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada
Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-
Hasyr:7)
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Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah
kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.
(Al-Maidah: 2)

. Al-Hadits
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“Dari Abu Khair radhiyallahu ‘anhu beliau berkata:
‘Maslamah bin Makhlad, Gubernur Mesir saat itu)
menawarkankan tugas penarikan al-usyur kepada
Ruwafi bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu, maka ia berkata:
‘Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda sesungguhnya para penarik al-maksi
(diazab) di neraka”. (HR Ahmad 4/143, Abu Dawud
2930).
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“Pelan-pelan wahai Khalid! Demi Dzat yang jiwaku ada
dalam kekuasaan-Nya, sungguh ia telah bertobat yang
apabila seseorang pemungut “maks” bertobat dengan
cara itu, maka pasti ia akan diampuni. Lalu Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan agar
jenazah perempuan itu dishalatkan dan dikuburkan.”
(Hadits Riwayat Imam Muslim No. 1695, Ahmad No.
16605, Abli Dawud No. 4442, Baihaqi No, 221).

. Pendapat Ulama

Menurut Majelis Fatwa Tunisia, memberi pengertian
“al-maksu” sebagai:
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“Al-maksu adalah pungutan atau tarikan yang
ditetapkan atas suatu harta dagangan pada masa
jahiliyah. Itu termasuk kategori perbuatan penguasaan

yang dhalim dan termasuk pula sebagai perbuatan
mengambil harta orang lain tanpa hak.”

Masih menurut Majelis Fatwa Tunisia tersebut,
diberikan penjelasan sebagai berikut:
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“Urf yang berlaku di negara kita (Tunisia) yang sering
disebut sebagai al-maksi adalah harta yang dipungut
oleh petugas pasar dari orang-orang yang menjual
barang produksi mereka. Apabila harta pungutan
tersebut diserahkan secara insidentil dan tidak
dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu melainkan
ditasarufkan untuk kemaslahatan umum seperti
membiayai kegiatan-kegiatan insidentil terukur oleh
wilayah atau negara, dan apabila wilayah atau negara
menetapkan aturannya yang mencakup besaran, tujuan
hendak dipergunakan, penerimaannya serta diawasi
oleh badan-badan khusus sehingga penyalurannya
dapat berlangsung baik, maka harta sebagaimana yang
sudah dijelaskan dimuka termasuk bagian dari iuran
yang dibayarkan oleh individu kepada negara agar
tercapai kemaslahatan. Hukum dari iuran / pungutan
seperti ini adalah boleh serta tidak haram.”
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